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PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  Umur  33  tahun,  Agama Islam,  Pendidikan SMP,  Pekerjaan Ibu

rumah  tangga,  Alamat  di  Kecamatan  merauke  Kota

merauke Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

tergugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta,

Alamat  di  Kecamatan  merauke  Kota  merauke

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tertanggal  07  Januari

2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu

juga  dengan register  perkara  Nomor  28/Pdt.G/2022/PA.Mrk,  mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada  tanggal  05  Maret  2017  telah  dilangsungkan  perkawinan

antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

sesuai  dengan tuntunan ajaran agama Islam.  Perkawinan tersebut  telah

dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Merauke  Kota

merauke sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.- tertanggal 05 Maret

2017;

2. Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan  kehendak  kedua  belah  pihak  dengan  tujuan  membentuk
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rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah

SWT;

3. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

kediaman bersama di, Kota merauke;

4. Bahwa  selama  masa  perkawinan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum/sudah dikaruniai

1 (satu) orang anak yang bernama -, perempuan, lahir  pada tanggal  24

Desember 2019;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga

dengan Tergugat  hanya berlangsung sampai 3 (tiga) tahun, ketentraman

rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  goyah  setelah  antara

Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

terus menerus sejak bulan Januari  Tahun 2021 sampai dengan saat  ini,

yang penyebabnya antara lain:

   Sejak januari akhir antara penggugat dan tergugat sudah tidak

berkomunikasi  dan  tergugat  meninggalkan  rumah  begitu  saja  tanpa

adanya  pemberitahuan  serta  tidak  adanya  tanggung  jawab  sebagai

kepala keluarga dalam pemenuhan rumah tangga baik secara materi

maupun fisik sebagai seorang suami.

   Beberapa kali  penggugat  datang memcoba untuk  melakukan

mediasi secara kekeluargaan tetapi justru di talak dan meminta untuk

membuat  surat  kesepakatan bercerai  scara  tertulis.  Disini  penggugat

merasa  tergugat  sudah  tidak  ada  niat  baik  terhadap  kelangsungan

rumah tangga itu sendiri.

6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi

pada bulan november tahun 2021 Yang menyebabkan antara Penggugat

dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana Penggugat/Tergugat pergi

dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan

Tergugat  sudah  tidak  pernah  lagi  menjalin  hubungan  sebagaimana

layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut  rumah tangga yang dihadapi,

Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat
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dan  Tergugat  untuk  mencari  penyelesaian  dan  demi  menyelamatkan

perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

yang diuraikan diatas  sudah sulit  dibina  untuk  membentuk  suatu  rumah

tangga yang sakinah,  mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan

tujuan  dari  suatu  perkawinan,  sehingga  lebih  baik  diputus  karena

perceraian;

9. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  permohonan  Penggugat

untuk  mengajukan  gugatan  perceraian  terhadap  Tergugat  atas  dasar

pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)  dan (h)

Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga  berdasar  hukum  untuk  menyatakan

gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  84  ayat  (1)  Undang-

undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  diubah  oleh  Undang-undang  No.  3

Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama  serta  SEMA  No.  28/TUADA-

AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan

Agama  Merauke  untuk  mengirimkan  salinan  putusan  yang  telah

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat

tinggal  Penggugat  dan  Tergugat  dan  Kantor  Urusan  Agama  tempat

perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  dicatat  dalam  register  yang

tersedia untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

12. Berdasarkan  dalil  dan  alasan-alasan  tersebut  diatas,  maka

dengan  ini  Penggugat  memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama

Merauke  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini

untuk  dapat  menentukan  hari  persidangan,  kemudian  memanggil

Penggugat  dan  Tergugat  untuk  diperiksa  dan  diadili,  selanjutnya

memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
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2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa Tergugat () Terhadap Penggugat

();

3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan

salinan  putusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  kepada

Kantor  Urusan  Agama  di  tempat  tinggal  Penggugat  dan  Tergugat  dan

Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk

dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut;

Bahwa Ketua Majelis menasehati Penggugat agar rukun dan berdamai

kembali  dengan  Tergugat  dan  dapat  melanjutkan  rumah  tangganya,  dan

Penggugat mempertimbangkan nasihat dari Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan di hadapan sidang akan

mencabut perkaranya karena ingin mencari alamat terbaru dari Tergugat; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini,  maka cukup

menunjuk segala  yang  dicatat dalam berita acara sidang yang  merupakan

bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan gugatan  Penggugat adalah

seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk berdamai dalam

persidangan  oleh  Majelis  namun  upaya  perdamaian  tersebut  tidak  berhasil,

dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009
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sedaangkan mediasi  tidak dapat  dilaksanakan karena Tergugat  tidak pernah

datang ke persidangan;

Menimbang,  bahwa dalam persidangan  atas nasihat Majelis  Hakim,

Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dan memohon agar Majelis

Hakim dapat untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat

tersebut oleh karena perkara a quo belum sampai pemeriksaan ke dalam tahap

jawaban Tergugat, maka tanpa harus ada persetujuan dari Tergugat (Pasal 271,

272 RV);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis

Hakim  menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan  yang

diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang,  bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut,  oleh

karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 28/Pdt.G/2022/PA.Mrk. dari

Penggugat; 

2. Memerintahkan  Panitera  untuk  mencatat  pencabutan  perkara  tersebut

dalam register perkara; 

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke

pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443

Hijriah oleh  Suparlan,  S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis,  Muhamad Sobirin,  S.HI dan Novia

Ratna  Safitri,  S.H., masing-masing  sebagai  Hakim Anggota,  penetapan  tersebut  diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
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Anggota tersebut, dan didampingi oleh  Drs. Muh Arafah sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 

Muhamad Sobirin, S.HI

Hakim Anggota 

Novia Ratna Safitri, S.H.

Ketua Majelis,

Suparlan, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh Arafah
Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,-

-  Proses : Rp 50.000,-

-  Panggilan : Rp 270.000,-

-  PNBP : Rp 10.000,-

-  Redaksi : Rp 10.000,-

-  Meterai : Rp                 10.000,-  

J u m l a h : Rp 380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
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